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BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU SELATAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




10.

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6864);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);




14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);




22.

23.

24,

25.

26.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun
2023 Nomor 3 Seri D Nomor 03);

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Tahun 2024 Nomor 8 Seri D Nomor 08);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 Nomor 3 Seri D
Nomor 03).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024,

Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2024 terdiri atas :
1. Pendapatan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 63.130.222.207,58
b. Pendapatan Transfer Rp. 874.328.501.137,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 8.874.392.227.,00
Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 946.333.115.571,58

2. Belanja Daerah.
a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp. 376.467.955.344,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 288.144.943.667,00
3) Belanja Hibah Rp. 46.257.031.939,00
4) Belanja Bantuan Sosial Rp. 675.000.000,00

Jumlah Belanja Operasi Rp. 711.544.930.950,00




b. Belanja Modal.

1) Peralatan dan Mesin Rp. 25.799.630.336,00
2) Gedung dan Bangunan Rp. 22.164.188.500,00
3) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 117.599.437.929,00
4) Aset Tetap Lainnya Rp. 6.369.898.906,00
5) Aset Lainnya Rp. 3.550.000,00
Jumlah Belanja Modal Rp. 171.936.705.671,00
c. Belanja Tidak Terduga.
1) Belanja Tidak Terduga Rp. 17.980.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 17.980.000,00
d. Belanja Transfer.
1) Belanja Bagi Hasil Pajak Rp. 2.200.878.528,00
2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Rp. 137.192.008,00
3) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 120.596.865.392,00
Jumlah Belanja Transfer Rp. 122.934.935.928,00
Jumlah Belanja Daerah Rp. 1.006.434.552.549,00
Surplas/Defisit Rp. 60.101.436.977,42
3. Pembiayaan :
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 134.492.786.975,31
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 134.492.786.975,31

Sisa lebih pembiayaan anggaran  Rp. 74.391.349.997,89
tahun berkenaan

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran 1.1 dirinci lebih lanjut
kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Labuhanbatu Selatan ini.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 1 September 2025

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,
ttd
FERY SAHPUTRA SIMATUPANG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 1 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
ttd
MUHAMMAD REZA PAHLEVI NASUTION
BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

~Sy,

101 1003



